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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS ATURAN PENDAFTARAN MEREK PADA PELAKU UMKM 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 

TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

(Studi Pada Kedai Kopi Di Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh: 

Ghina Salsabila 
Merek menjadi suatu komponen penting dalam melakukan bisnis, deengan adanya 

merek, konsumen akan dapat lebih mudah mengidentifikasi suatu produk dari 

saingan lainnya. UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang 

menggerakkan roda perekonomian pada kota-kota besar khusus nya pada kota 

Bandar Lampung. Akan tetapi seiring perkembangan zaman maka semakin tinggi 

pula tingkat persaingan dalam dunia perdagangan, sehingga diperlukan nya suatu 

perlindungan hukum terhadap suatu merek agar tidak dapat dipergunakan secara 

illegal, oleh sebab itu dikeluarkan produk hukum untuk perlindungan bagi merek 

yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) kesadaran 

pelaku UMKM kedai kopi di Bandar Lampung tentang merek berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 

(2) Kendala UMKM dalam mendaftarkan merek sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normative 

empiris, menggunakan pendekatan peraturan (statue approach) dan studi kasus 

(case approach), kemudian menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi, 

wawancara dan berupa studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh akan 

dianlisis secara deskriptif.  

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan banyak kedai kopi di kota Bandar 

Lampung belum melakukan pendaftaran merek hal ini dibuktikan dengan data 

yang dilakukan oleh penulis, untuk pendaftaran merek telah diatur lebih lanjut 

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Dengan kata lain kesadaranakan pendaftaran merek dari pelaku usaha 

kedai kopi di Kota Bandar Lampung masih rendah, yang artinya Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis masih belum  

efektiv. 

Kata Kunci : Merek, UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  
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“Lakukan apa yang menurut hatimu benar, karena bagaimanapun kamu akan 

dikritik” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

“Ketika kamu putus asa karena doa mu belum terwujud, percayalah karena Allah 

sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kamu inginkan di 

waktu yang tepat.” 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

MenurutuUndang-UndanguNomor 20 Tahunu2016 Pasalu1 Ayat (1) TentanguMerek 

danuIndikasiuGeografis, pengertianuMerek adalahutanda yangudapatuditampilkan 

secaraugrafisuberupaugambar,ulogo, unamaukata, uhuruf, uangka, ususunan, uwarna, 

dalamubentuk 2 (dua) dimensiudan/atau 3 (tiga) dimensi, usuara, uhologram, uatau 

kombinasiudari 2u (dua) uatau lebihuunsur tersebutuuntuk membedakanubarang 

dan/atauujasa yangudiuproduksiuolehuoranguatau badanuhukumudalamukegiatan 

perdaganganubarangudan/atauujasa. 

Sebuahumerek dapatumenjadi kekayaanuyang sangatuberharga secaraukomersial 

dan seringkaliumereklah yangumembuat hargausuatu produkumenjadi mahal 

bahkanulebih bernilaiudibandingkan denganuperusahaan tersebut.
1
 Dalamudunia 

perdagangan, merekusebagai salahusatu bentukukekayaan intelektualutelah 

digunakanusejak ratusanutahun yangulalu danumempunyai perananuyang penting 

dalamumembedakan asaluusul barangudanujasa. 

UsahauMikro KeciludanuMenengah (selanjutnyaudisebutuUMKM) merupakan 

produkuyang berkembangudengan sangatucepat danubesar di Indonesia. Produk-

ProdukuUMKM menjadiusalah satuupilar perekonomianuyang menggerakkanuroda 

perekonomianudi Indonesia. Meskipunudemikian, sektoruUMKM diuIndonesia 

masihusangat identikudengan berbagaiubisnis tradisional. Padautahun 2018, hasil 

pencatatanuBadan EkonomiuKreatif ditemukanubahwa terdapat 96% UMKM 

belumuberbadan hukumuataupun memilikiupayunguhukum.
2
 Baikudalamubentuk 

                                                           
1
 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 

2003), hlm. 86. 
2
https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2443605/umkm-berbadan-hukum-masih-kecil, 

diakses pada tanggal 31 Mei 2022. 
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usahanya ataupunubentuk badanuhukumnya, mayoritasuparaupelakuuusaha UMKM 

tidakuberfokus kepadauperlindungan hukumuataupun perkembanganuusahanya 

melainkanukepada suatuukeuntungan danupola bisnisuyang sederhanautanpa ada 

perencanaanupengembangan diumasa mendatang. Selainuitu, menurut Kepala 

BadanuEkonomiuKreatif.
3
 

Sektorubisnis tidakupernah dapatuluput dariuKekayaan Intelektual. Setiapuusaha 

yangudilakukan pastiumemiliki kekayaanuintelektual yanguterdapat diudalamnya. 

KekayaanuIntelektual yangudimaksud dapatuberupa Merek, uCipta, uPaten, uDesain 

Industri, uRahasia Dagang, DasaruTatauLetak SirkuituTerpadu, danuIndikasi 

Geografis. Samauhalnya denganuUsaha UMKM, meskipunuskala bisnisuyang 

dijalankanudi dalamuUMKM bukanlahusuatu skalauyang besarutetapiupada 

umumnyauseluruh UMKMumemiliki suatuuMerek, baikuMerek yangudipergunakan 

diudalam Perdaganganuatau ubisaudisebut sebagaiuMerek daganguataupun Merek 

yangudipergunakan diudalam suatuuproduk Jasa. 

Kekayaanuintelektual merupakanukreativitas yangudihasilkan dariuolah pikir 

manusiaudalam rangkaumemenuhi kebutuhanudan kesejahteraanuhidup manusia. 

Kreatitivitasuyang munculusebagai asetuintelektual seseorangutelah lamaumemberi 

pengaruhuyang signifikanuterhadap peradabanumanusia, antaraulain melalui 

penemuan- penemuanu (inventions) danuhasil-hasil diubidang karyaucipta danuseni 

(art and literary work).
4
 Perkembanganukegiatan perdaganganubarang danujasa di 

Indonesiaudalam beberapautahun terakhiruini mengalamiupeningkatan yangucukup 

signifikanukarena perkembanganuteknologi informasiudan saranautransportasi yang 

menyebabkanuaktivitas diusektor perdagangan, baikubarang maupunujasa 

mengalamiuperkembangan yangusangat pesat. Kecenderunganumeningkatnya arus 

perdaganganubarang danujasa akanuterus berlangsungusejalan denganupertumbuhan 

ekonomiunasional yangusemakin meningkat. Merekusebagai salahusatu karya 

                                                           
3
 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, 2017, hlm. 

54. 
4
 Achmad Gusman Catur Siswandi: Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan 

Tradisional, hlm. 1. 
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intelektualumanusia yanguakrab hubungannyaudengan kegiatanuekonomi dan 

perdaganganumemegang perananuyang sangatupenting.
5
 

Merekumerupakan tandauyang dapatuditampilkan secaraugrafis berupaugambar, 

logo, unama, ukata, huruf, uangka, susunanuwarna, dalam bentuku2 dimensiuatau 3 

dimensi, usuara, hologram, atauukombinasi dari 2uatau lebihuunsur tersebutuuntuk 

membedakanubarang danuatau jasauyang diproduksiuoleh oranguatau badanuhukum 

dalamukegiatan perdaganganubarang danuatau jasa. Dalamubisnis modern, suatu 

bisnisutidak dapatuterlepaskan dariuMerek daganguatau jasaukarena Merekuadalah 

identitasudari produkuyang diperdagangkan. Sebagaiuidentitas Merekumerupakan 

suatuutanda pembedauantara produkubarang atauujasa yangusejenis yang 

diperdagangkanuoleh paraupelaku usaha. Denganuadanya suatuuMerek, maka 

konsumenujuga dapatumenentukan suatuupilihan denganu tidak adanya 

kebingungan. Perlindunganumerek diuIndonesia menganutuasas konstitutif 

(pendaftaran) denganuprinsip firstutoufile.
6
 

Artinya, merekuhanya mendapatkanuperlindungan apabilaumerek tersebut 

didaftarkanuke pemerintahumelalui kementerianuHukum danuHak AsasiuManusia 

kantoruwilayah provinsiuLampung danudalam haluini terdapatudi Direktorat 

KekayaanuIntelektual. Apabila UMKMumemiliki produkubaik berupaubarang 

maupunujasa denganumenggunakan suatuumerek namunutidak didaftarkan, maka 

pelakuuusaha UMKMutersebut tidakumendapatkan perlindunganuhukum atas 

mereknya. UMKMusebagai suatuuindustri berskalaukecil masihumenganggap 

bahwauperlindungan merekubukanlah merupakanuhal yangupenting. Hal tersebut 

dibuktikanudengan masihuminimnya pendaftaranuMerek UMKM diuDitjen 

KekayaanuIntelektual khususnyauprovinsi Lampung. Dataustatistik pendaftaran 

DitjenuKI menunjukkanubahwa selamauperiode 2016-April 2018upendaftaran 

MerekuNon UMKMumendominasi sebesaru91,45% sedangkanuuntukumerek 

UMKMuhanya sebesar 8.55%.6 Padahal, menurutupandangan WorlduIntellectual 

PropertyuRights (WIPO), UMKMumemiliki banyakupotensi untukutumbuh 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Agus Sardjono, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM 

Batik Di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 4 

Oktober-Desember (2013). 
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kembanguinovasi danukreativitas atasuproduk. Namun, usayangnyaukesadaran 

pengusahauUMKM akanupentingnya pemanfaatanuHak KekayaanuIntelektual 

untukumendukung kegiatanuusaha merekaumasih rendah. 

Berdasarkanulatar belakanguyang telahudiuraikan, penulisutertarik melakukan 

penelitianumengenai perlindunganuhukum atasupenggunaan merekudagang melalui 

suatuukarya tulisudengan judul : “EfektivitasuAturan PendaftaranuMerek Pada 

PelakuuUMKM BerdasarkanuUndang-UndanguNomor 20uTahun 2016 (Studi 

PadauKedai Kopiudi KotauBandaruLampung)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkanuuraian latarubelakang diatas, secarauspesifik tentangumasalah 

penelitianuyang akanupenulis rumuskanuadalah sebagaiuberikut :  

a. Bagaimanaukesadaran dariupara pelakuuusaha UMKM terhadapuaturan 

pendaftaranumerek berdasarkanuUndang-Undang No. 20uTahun 2016utentang 

Merekudan IndikasiuGeografis? 

b. Apausaja kendalauyang dialamiupelaku usahauUMKM dalamumendaftarkan 

merekusesuai denganuUndang-UndanguNo. 20 Tahunu2016 tentanguMerekudan 

IndikasiuGeografis? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitianuini termasukudalam ilmuuhukum, khususnyauhukum keperdataan. 

Penelitianuini menelitiutentang kekayaanuintelektual, sedangkanuobjek kajianuyang 

dilakukanudalam penelitianuini adalahumeneliti efektivuatau tidaknyauaturan 

pendaftaranumerek padauUMKM kedaiukopi diuBandar Lampunguberdasarkan 

Undang-UndanguNomor 20 Tahun 2016 TentanguMerek danuIndikasiuGeografis. 
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C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yanguingin dicapaiumelalui penelitianuini adalah sebagaiuberikut : 

a. TujuanuUmum 

Penelitianuini diajukanuuntuk melengkapiupersyaratan akademisudalam rangka 

memperolehugelar SarjanauHukum diuFakultas HukumuUniversitasuLampung. 

b. TujuanuKhusus 

Berkaitanudengan rumusanumasalah telahudiuraikan, makautujuan khusus yang 

inginudicapai dalamupenelitian iniuadalah sebagaiuberikut :  

Menganalisis sefektivitas saturan spendaftaran smerek spada sUMKM skedai 

skopi sdi sBandar sLampung sberdasarkan sUndang-UndanguNomor s20uTahun 

s2016 stentang smerek sdan sindikasi sgeografis sdan sMengetahui sdan 

smenganalisisufaktor-faktor spenghambat spendaftaran smerek sberdasarkan 

sUndang-Undang sNomoru20uTahun s2016 stentang smerek sdan sindikasi 

sgeografis spada sUMKM skedai skopiudi sBandar sLampung. 

 

2. KegunaanuTeoritis 

Melaluiupenelitian iniudiharapkan dapatumemberikan kegunaanuteoritis danupraktis 

yaitu : 

a. KegunaanuTeoritis 

Secarauteoritis hasiludari penelitianuini diharapkanudapat menjadiubahan 

masukanudalam pengembanganuilmu pengetahuanuterutama diubidang ilmu 

hukumukeperdataan yanguberkenaan denganuhukum kekayaanuintelektual. 

b. KegunaanuPraktis 

Secaraupraktis hasiludari penelitianuini diharapkanusebagai upaya 

pembangunanukemampuan danupengetahuan hukumubagi penulisudalam 

lingkupukeperdataan khususnyautentang hukumukekayaan intelektualudam 

Sebagaiubahan informasiudan literaturubagi pihak-pihakukhususnyaubagi 

mahasiswaubagian HukumuKeperdataan FakultasuHukum Universitas 
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Lampunguyang membutuhkanureferensi sehinggaudapat digunakanusebagai 

bahanupenelitian lanjutanuyang berkaitanudengan permasalahanuhukum 

denganubahasan hukumukekayaan intelektualuyang terkhususudi dalamubidang 

Merek. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TinjauanuUmumuTentanguEfektivitasuHukum 

Katauefektivitas mempunyai beberapa arti, dalamuKamusuBesar BahasauIndonesia 

menyebutkan tiga artiuefektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, 

pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga 

dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efetif di ambil dari kata efek yang 

artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau 

akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan 

setelah melakukan sesuatu.
7
 Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam 

kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang 

artinya berhasil guna.
8
 

 

1. Teori Efektivitas Hukum Menurut ParauAhli 

Teoriuefektivitas hukumumenurut SoerjonouSoekanto bahwauefektif atauutidaknya 

suatuuhukum ditentukanuoleh 5 (lima) ufaktor, yaitu: 

a. Faktoruhukumnyausendiri (undang-undang). 

b. Faktorupenegakuhukum, yakniupihak-pihak yangumembentuk maupun 

menerapkanuhukum. 

c. Faktorssarana atausfasilitas yangsmendukung penegakanshukum. 

d. Faktorsmasyarakat, yaituslingkungan dimanashukum tersebutsberlaku atau 

diterapkan. 

                                                           
7
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995)hlm. 250 
8
John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 207. 
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e. Faktorskebudayaan, yaitussebagai hasilskarya, ciptasdan rasasyang 

didasarkanspada karsasmanusia dalamspergaulanshidup. 

 

PendapatsClerence JsDias yangsdijelaskan kembalisoleh MarcussPriyo Guntarto 

terdapats5 (lima) syaratsefektif setidaknyassatu sistemshukum, smeliputi: 

a. Mudahsatau tidaknyasmakna isisaturan-aturansitu ditangkap; 

b. Luassatau tidaknyaskalangan didalamsmasyarakat yangsmengetahui isi 

aturan-aturansyangsbersangkutan; 

c. Efisiensdan efektifstidaknya mobilisasisaturan-aturanshukum dicapai 

dengansbantuan aparatsadministrasi yangsmenyadari melibatkansdirinya 

kedalamsusaha mobilisasisyang demikian, danspara wargasmasyarakat 

yangsterlibat dansmerasa harussberpartisipasi dalamsproses mobilisasi 

hukum; 

d. Adanyasmekanisme penyelesaianssengketa yangstidak hanyasharus mudah 

dihubungisdan dimasukansoleh setiapswarga masyarakat, akanstetapi harus 

cukupsefektif menyelesaikanssengketa; dan 

e. Adanyasanggapan danspengakuan yangscukup meratasdi kalangan 

masyarakatsyang beranggapansbahwa aturan-aturansdan pranata-pranata 

hukumsitu memangssesungguhnya berdayasmampu efektif. 

 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus 

dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dimengerti atau tidak dimengerti dan 

ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan 

aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.
9
 

 

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat 

menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan 

hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas 

                                                           
9
 Damang, Efektifitas Hukum, http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2 

di akses pada tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 21.34. 

http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2
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perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang 

mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua 

itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur 

itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-

undangan oleh masyarakat.
10

 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

Berdasarkansteori efektivitas hukumsmenurut SoerjonosSoekanto disatas yang 

menyatakansbahwa efektifsatau tidaknyassuatu hukumsditentukan olehs5 faktor 

yaitusFaktor hukumnyassendiri (undang-undang), Faktorspenegak hukum (pihak-

pihaksyang membentuksmaupun menerapkanshukum), Faktor saranasatau 

fasilitassyang mendukung penegakanshukum, Faktorsmasyarakat (lingkungan 

dimanashukum tersebutsberlaku atausditerapkan), Faktorskebudayaan (sebagai 

hasilskarya, ciptasdan rasasyang didasarkanspada karsasmanusia di dalam 

pergaulanshidup) 

 

Menurut SoerjonosSoekanto ukuransefektivitas padasfaktor yangspertama 

mengenaishukum atausundang-undangnyasyaitu :
11

 

a. Peraturan yangsada mengenaisbidang-bidangskehidupan tertentussudah 

cukupssistematis; 

b. Peraturansyang adasmengenai bidang-bidangskehidupan tertentussudah 

cukupssinkron, secara shierarki danshorizontal tidaksadaspertentangan. 

c. Secaraskualitatif danskuantitatif peraturan-peraturansyang mengatur 

bidang-bidangskehidupan tertentussudahsmencukupi. 

d. Penerbitansperaturan-peraturanstertentu sudahssesuai denganspersyaratan 

yuridissyang ada. 

 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.  80. 
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Faktorskedua yangsmenentukan efektifsatau tidaknyaskinerja hukumstertulis 

adalahsaparat penegakshukum. Dalamshubungan inisdikehendaki adanyasaparatur 

yangshandal sehinggasaparat tersebutsdapat melakukanstugasnya dengansbaik. 

Kehandalan dalamskaitannya adalahsmeliputi keterampilansprofessional dan 

mempunyaismentalsyang baik. 

 

MenurutsSoerjono Soekantosbahwa masalahsyang berpengaruhsterhadap 

efektivitasshukum tertulissditinjau darissegi aparatsakan tergantungspada hal 

berikut :
12

 

a. Sampaissejauh manaspetugas terkaitsoleh peraturan-peraturansyang ada 

b. Sampaismana petugassdiperkenankan memberiskebijaksanaan 

c. Teladansmacam apasyang sebaiknyasdiberikan olehspetugas kepada 

masyarakat 

d. Sampaissejauh manasderajat sinkronisasispenugasan-penugasansyang 

diberikanskepada petugasssehingga memberikansbatas-batas yangstegas 

padaswewenangnya. 

 

Faktorsketiga, tersedianyasfasilitas yangsberwujud saranasdan prasaranasbagi 

aparatspelaksana didalamsmelakukan tugasnya. Saranasdan prasaranasyang 

dimaksudsadalah prasaranasatau fasilitassyang digunakanssebagai alat untuk 

mencapaisefektivitas hukum. Prasaranastersebut secarasjelas memangsmenjadi 

bagian yangsmemberikan kontribusisuntuk kelancaransstugas-tugassaparatsdi 

tempat atauslokasi kerjanya. Adapunselemen-elemen tersebutsadalah adasatau 

tidaknyasprasarana, cukupsatau kurangnyasprasarana, baiksatausburuknya 

prasaranasyang telahsada. 

 

Faktorskeempat adasbeberapa elemenspengukur efektivitassyang tergantungsdari 

kondisismasyarakat, syaitu: 

 

                                                           
12

 Ibid. hlm. 86. 
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a. Mengertisdansmemahamisaturansyang ada. 

b. Penyebabsmasyarakat tidaksmematuhi aturansyangsada. 

c. Penyebabsmasyarakat mematuhisaturan yangsada. 

Faktorsyang kelimasberkaitan denganskebudayaan sebagaiskebiasaan yangsdi 

lakukansmasyarakat mengenaisperlakuan terhadapsadanya suatusaturan. Hal 

tersebutsdapat dislihat adasatau tidaknyassuatu perlakuansterhadap aturansyang di 

jadikanskebiasaan olehsmasyarakat baikskebiasaan baiksatau yangsbertentangan 

dengansaturan. 

 

3. Undang-UndangsNo 20sTahun 2016sTentang MereksdansIndikasi 

Geografis 

LahirnyasUU No.20/2016 merupakansbabak barusperkembangan hukus 

mereksdi Indonesia. Halsbaru yangsdiatur dalamsUndang-Undangsini adalah 

diakomodasinyasperlindungan mereksnontradisional danssistem pendaftaran 

mereksinternasional. Selanjutnya, sbeberapa penyempurnaansjuga dilakukan 

dalamsUndang-Undangsini, yang antaraslain termasukspenyederhanaan 

pendaftaransjuga dilakukansdalam Undang-Undang ini, yangsantara 

lainstermasukspenyederhanaan prosedurspendaftaransmerek.
13

  

Haksatas mereksmempunyai jangkaswaktu tertentusyang yangstelah ditetapkansdi 

UUsNo 20 Tahun 2016 dimanasmerek tersebutsdapat dipakaissendiri atau 

memberikansizin kepadaspihak lainsuntuk memakainya.
14

 DisIndonesia, 

peraturansmerek diatursdalam Undang-UndangsMereksNo.15 Tahuns2001 

dansdiubah dengansUndang-UndangsNomor 20sTahun 2016stentang Mereksdan 

IndikasisGeografis. yangsmeratifikasi dariskonvensi parisspada tahun 1979. 

Yangsakar atausbasis darisaturan inisterdapat padasArticle 5 (2) Paris 

Conventions: 

                                                           
13

 Agus Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita. op. cit., hal. 5 
14

 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 
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“Usesof trademarksby thesproprietor insa fromsdiffering inselements 

whichsdo notsalter thesdistinctive charactersof thesmark insthe from 

inswich itswas registeredsin oneofsthe countriessof thesunion shallsnot 

entail invalidationsof registrationsand shallsnot disminishsthe 

protectionsgranted to the mark”. 

 

Terjemahansbebas mengacuspada penggunaansmerek dagangspemilik dalam 

bentuksdengan elemenslain, tetapistidak menghilangkanskekhasan metode 

pendaftaransmerek disnegara-negarasyang berpartisipasisdalam konvensi, juga 

tidaksakan menyebabkanspembatalannya. Danstidak akansmenghilangkan 

perlindungansyang diberikanssebagai mereksdagang. (Jened, 2000). 

 

Berikut inisbeberapa pasalsdalam Undang-UndangsNomor 20sTahuns2016   

tentangsMerek dansIndikasi Geografissyang memuatsprinsip perlindungan    

hukumsmerek terkenalsdalam KonvensisParis : 

1. HaksPrioritas  

a) Pasals9 dan 10sUndang-Undang No.20sTahun  2016stentang  Mereksdan  

IndikasisGeografis Pasals9 dans10 mengatur bahwaspermohonan   

penggunaan sprioritas harussdiajukan disnegara lain yangsmenjadi 

anggotasKonvensi Paris dalamskurun 6(enam) sbulan tertanggalsditerima 

permohonannya pendaftaransmerek yang pertama.sTerkaitsProperti  

Industrisdalam "KonvensisParis untuksPerlindungansProperti Industri"   

dimanaspihak dalamsperjanjian yangsmembentuk OrganisasisPerdagangan 

Dunia. “Selainsharus memenuhispersyaratan yangsdisebutkan dalam  

pernyataansprioritas, jugasharus disertaisdengan suratsketerangan 

permohonanspendaftaran mereksyang mendapatsprioritas. Suratnya 

kemudiansdialih bahasakansbahasa Indonesia. Dimanashaksuntuk 

mengajukan permohonansmenggunakan prioritassyang diberikan   

berakhirsjika persyaratansini tidaksterpenuhi dalamswaktu 3 (tiga) sbulan 

ke sdepan,  aplikasi stetap  diproses,  tetapisprioritas tidaksdigunakan. 
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b) Pasals35sUndang-UndangsNo.20 Tahun2016stentang MereksdansIndikasi 

Geografissdi dalamspasal-pasalsini memuatsmengenai pengaturansHak   

Prioritassyang diakomodasisdari prinsipsperlindungan hukumsmerek  

terkenalsyang terdapat sdalam KonvensisParis dalamspasal 6 bisasyang 

sudahssejalan memenuhiskriteria perlindunganshukum mereksterkenal  

bagisNegara anggotasKonvensi Parisstentang PelindungansKekayaan 

Industris (Paris Conventionsfor thesProtection ofsIndustrialsProperty) 

 

2. National Treatment 

a) Pasals3 Undang-UndangsNo.20 Tahuns2016 tentangsMerek dansIndikasi 

GeografissSebagai akibatsdari sistemsketatanegaraan UUsMereksdan 

IndikasisGeografis No. s20 Tahuns2016,  pasalsinismengatur  bahwashak  

mereksbaru dapatsdibentuk setelahspendaftaran. Biarkansorangslain 

menggunakannyasuntuk jangka waktustertentu. Waktusdan mendapatkan 

perlindunganshukumsnegara. 

 

b) Pasals21 ayat (1) shuruf bsdan c Undang-UndangsNo.20sTahuns2016   

tentangsMerek dansIndikasisGeografis. Pasalsini mengatursbahwa jika 

merekstersebut merupakansmerek terkenalsatas pihakslainnya pada 

komoditas sseragam  pada sprinsipnya  atausdalam  pengertian sumum, 

dansjuga mereksterkenal padasproduk dan/atausjasa pihakslain tersebut, 

permohonannyasakan ditolak. Atauslayanan jenisslain yangsmemenuhi 

persyaratanstertentu, sepertismerek terkenal, dapatsdilihat padaspenjelasan 

Pasals21b(1) sUU Merek dan IndikasisGeografis RepubliksIndonesia 

Nomors20 Tahuns2016. Mereksterkenal darisproduk dan/atausjasassejenis  

milikspihakslain dilakukan disbeberapa negarasdi dunia, sdengan 

mempertimbangkansedukasi masyarakatstentang mereksdi liniskegiatan 

yangsbersangkutan, yangsdilakukan olehspemiliknya, dansdisbeberapa 

negarastelahsmemperoleh sertifikatspendaftaran merekstersebut. Jika ini 

tidakscukup, lembagasindependen tersebutsmenerima perintahsdari 
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PengadilansNiagasuntuk menyelidikisproses penetapansmerek terkenal 

sebagaisdasarspenolakan. 

 

c) Pasals42sUndang-UndangsNo.20sTahun 2016stentang Mereksdan Indikasi 

Geografis/Lisensisyurisdiksi yangsdimaksud dalamsbagian inisadalah    

lisensisyang diberikansoleh pemiliksmerek kepadasorang lainsdengan 

perjanjianstertulis sesuaisdengan peraturansperundang-undangansyang 

mengaturstentang penggunaansmerek dan/atau jasastersebut. Dalamshal 

perlindungansmerek terkenal, lisensispada dasarnyasadalah fasilitas 

perlindungansproperti yangsdiberikan olehsundang-undang untuk 

mencegahsorang yangstidak berwenangsmenyalahgunakan merek     

terkenal, dansmemberikan kebebasanskepada orangstersebut untuk    

menggunakansmereknya denganspersetujuan pemiliksmerek. Lisensi 

mereksmelakukan fungsisperlindungan gandasatau bilateral, yaitu:  

pemiliksmerek (pemberislisensi) dansorang yangsmemberikanslisensi    

(penerimaslisensi). (Kurnia & Darumurti, 2015). 

 

d) Pasals76 ayats (1) Undang-UndangsNo.20sTahun 2016stentang Merek   

dansIndikasi Geografisssalah satusalasan untuksmengklaim bahwa suatu 

mereksdapat ditarikskembali adalahsbahwa merekstersebut pada 

prinsipnyasdan padashakekatnya samasdengan mereksterkenal milikspihak 

lainstercantum padasPasal 21(1)(b). Dalamskasus berikut: sPerlindungan 

mereksterkenal diberikansdenganssegel khusussuntukstandaspembeda. 

Mereksdagang terkenalsdapat dilindungistanpa registrasisterlebih dahulu. 

Pendaftaransmerek di Indonesia dilakukan sesuai dengan sistem konstitutif 

(pendaftaransbersifatswajib), tetapi apabilasternyata pendaftaransmerek 

tersebutsmengandungsunsur-unsur yangsmelanggar integritas, smerek 

terkenalstersebut akanstetap dilindungi, mereksdagangsterkenal dapat 

memintaspencabutan mereksdagang. 
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e) Pasals83 ayat (1) sUndang-UndangsNo.20 Tahuns2016 Undang-Undang  

No.20sTahun 2016 tentangsMerek dansIndikasi Geografissjika Pasal  83  

ayat 1ssecara jelassmengatur tentangsperlindungan  merek sterkenal  

berupasganti rugi dan penangguhanssegala kegiatansyang berkaitan  

dengan smerek  tersebut,  makasdinyatakan sesuaisdengan ketentuan 

mereksterkenal. Meskipunsmerek dagangsterkenal tidaksterdaftar, dapat 

diajukansbanding kespengadilan menggunakansperintah pengadilan. 

 

Secaraseksplisit dijelaskanspada pasals20 danspasal 21sUndang-undangsNomor 

20 Tahuns2016 TentangsMerek dansIndikasisGeografis. “Merekstidaksdapat  

didaftar jikastidak memilikisdaya pembedasdan permohonansditolak jikasmerek  

tersebutsmempunyai persamaanspada pokoknyasatau keseluruhannyasdengan: 

a. Mereksterdaftar milikspihak lainsatau dimohonkanslebih dahulusoleh   

pihakslain untuksbarang dan/atausjasassejenis; 

b. Mereksterkenalsmilik  pihakslain untuksbarang dan/atausjasassejenis.” 

 

Merujukspada Pasal 76sAyat 3 UUsMerek dansIndikasi Geografis, smengajukan 

gugatanspembatalan terhadapspemilik mereksterdaftar disPengadilansNiaga. 

KeputusansMenteri Hukumsdan HaksAsasi ManusiasNomor 67sTahun 2016    

tentangsPendaftaran MereksPasal 18sayat 3smengatur bahwa: “Dalam    

menentukanskriteria merekssebagai mereksterkenal dilakukansdengan 

mempertimbangkan: 

a. Tingkatspengetahuan atauspengakuan masyarakat terhadapsmerek  

tersebut sdi bidang susaha  yang sbersangkutan  sebagaismerek terkenal; 

b. Volumespenjualan barangsdan/atausjasa danskeuntungan yangsdiperoleh   

darispenggunaan merekstersebut olehspemiliknya; 

c. Pangsaspasar yangsdikuasai olehsmerek tersebutsdalam hubungannya    

dengansperedaransbarang dan/atausjasa dismasyarakat; 

d. Jangkauansdaerah penggunaansmerek; 
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e. Jangkaswaktu penggunaansmerek; 

f. Intensitas danspromosi merek, stermasuksnilaisinvestasi yang 

dipergunakan  untukspromosistersebut; 

g. PendaftaransMerek atauspermohonan pendaftaransMerek disnegaraslain.
15

 

 

 

B. TinjauansUmumsTentangsKekayaansIntelektual 

1. PengertiansHaksKekayaansIntelektual 

Menurutssejarahskelahirannya, hakskekayaansintelektualsadalah bentuksbarusdari  

perkembanganshaksmilikskonvensional atasssuatusbendasbegerak yangstidak  

berwujud. Keberadaanshak kekayaansintelektual timbulssebagai bentuk  

penghargaansatas kegiatansintelektual manusiasdalam mewujudkanssesuatu yang  

baru, baiksdi bidangsteknologi, sastra, ilmuspengetahuan, dansmaupun disbidang  

industri.
16

 Pengertianshak kekayaansintelektualsmenurut WorldsIntellectual 

PropertysOrganization (WIPO) selakusbadan khusussyang menanganiskekayaan 

intelektualsseacara internasionalsadalah sebagaisberikut: 

“Creationssof the mind: inventions; sliterary andsartistic works; sand 

symbols, snames, sand images usedsin commerce.” 

(terjemahan: buahspikiran: penemuan-penemuan, literatursdan karya-karya 

seni; danssimbol-simbol, nama-nama, dan gambar-gambarsyang digunakan 

secaraskomersial) 

 

\HaksKekayaan Intelektualsadalah hakskebendaan, haksatas suatusbenda yang 

bersumbersdari kerja otak, hasilskerja rasiosmanusia yangsmenalar.
17

 Sedangkan 

dalamsbuku panduanshak kekayaansintelektual menjelaskansbahwa Hak Kekayaan 

                                                           
15

 Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 10 Nomor 

2, Desember2021pISSN 2089-7146-eISSN 2615-5567 
16

 Elyta Ras Ginting. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hlm.4 
17

 O.K Saidin. 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : (Intellectual Property 

Right). Jakarta: RajawaliPers, hlm 10. 
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Intelektual, yangsdisingkat “HKI” atausakronim dari “HaKI”, adalahspadanan kata 

yangsbiasa digunakansuntuk IntellectualsPropertysRights (IPR), yaitushak yang 

timbulsdari hasilsolah pikirsyang menghasilkanssuatu produksatau prosessyang 

bergunasuntuk manusiasyang padasintinya HKI adalahshak untuksmenikmati 

secarasekonomis hasilsdari suatuskreativitas intelektual. Objeksyang diatursdalam 

HKIsadalah karyasyang timbulsatau lahirskarena kemampuansintelektual 

manusia.
18

 

 

Secarassederhana, hakskekayaan intelektualsdapat diartikanssebagai hak 

kebendaansyang berkenaansdengan kekayaansyang timbulsakibat adanya 

kemampuansintelektual manusia. Kemampuanstersebut dapatsberupa disbidang 

teknologi, ilmu spengetahuan, senisdan sastra. Selainsberkenaan denganskekayaan, 

hakskekayaan  intelektualsjuga berkenaansdengan perlindungansterhadap kekayaan 

intelektual syang dihasilkansoleh seseorang. 

 

2. RuangsLingkup HaksKekayaansIntelektual 

Hak KekayaansIntelektual diklasifikasikansdi dalamshukum keperdataansmenjadi  

bagiansdari hukum benda. HaksKakayaan Intelektualsitu sendiristerdiri dari Hak  

Ciptas (Copyrights) dansHak KekayaansPerindustrian (IndustrialsProperty 

Rights). HaksCipta adalahshak eksklusifspencipta yangstimbul secarasotomatis 

berdasarkan  prinsipsdeklaratif setelahssuatu ciptaansdiwujudkan dalamsbentuk 

nyata tanpa  mengurangispembatasan sesuaisdengan ketentuansperaturan 

perundang-undangan  (Pasal 1sAngka 1 Undang-UndangsNomor 28 Tahuns2014 

TentangsHak Cipta). 
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HaksKekayaan Perindustrianssendiri terdirisdari:  

a. Paten;  

b. Merek;  

c. Indikasi Geografis; 

d. Desainsindustri; 

e. RahasiasDagang; 

f. DesainsTata LetaksSirkuitsterpadu; 

g. PerlindungansVarietas Tanamansyang selanjutnyasdisingkat PVT. 

h. Sistemskekayaan intelektualsyang berkembangssekarang mencoba 

menyeimbangkansdiantara 2 (dua) kepentingan, yaitusantara pemilik hak 

danskebutuhan masyarakatsumum. Sebagai carasmenyeimbangkan 

kepentingansdan perananspribadi individusdan masyarakat, makassistem 

KekayaansIntelektual berdasarkanspada Prinsip:
19

 

 

3. PrinsipsHak KekayaansIntelektual 

a. PrinsipsKeadilan (ThesPrinciple ofsnatural justice) 

Penciptassuatu karyasatau orang lainsyang bekerjasmembuahkan hasilsdari 

kemampuansintelektualnya, wajarsmemperoleh imbalan. Imbalanstersebut 

dapat berupasmateri maupunsbukan materi, sepertisadanya rasasaman 

karenasdilindungi dan diakuisatas hasil karyanya. Hukumsmemberikan 

perlindunganstersebut demi kepentingansPencipta berupassuatu 

kekuasaansuntuk bertindaksdalam rangka kepentingannyastersebut 

yangsdisebut hak. Perlindunganstersebut tidak hanya terbatassdidalam negeri 

Penciptassendiri, melainkansdapat meliputisperlindungan diluar 

batassnegerinya. 

b. PrinsipsEkonomi (ThesEconomicsArgument) 

Haksatas KekayaansIntelektual inismerupakan haksyang berasalsdari 

hasilskegiatan kreatifssuatu kemampuansdaya pikirsmanusia 
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yangsdiekspresikan dalamskhalayak hukumsdalam berbagaisbentuk 

yangsmemiliki manfaatsserata bergunasdalam menunjangskehidupan manusia, 

maksudnyasadalah kepemilikansitu wajar karena sifatsekonomis 

manusiasyang menjadikanshal itus1 (satu) keharusansuntuk 

menunjangskehidupannya didalamsmasyarakat. 

c. PrinsipsKebudayaan (ThesCulturalsArgument) 

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuksmemungkinkannya hidup,  

selanjutnyasdari karyasitu pulasakan timbulspula suatusgerak hidupsyang 

harus  menghasilkanslebih banyakskarya lagi. Dengan konsepsi demikian 

maka  pertumbuhansdan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, danssastra 

sangat sbesar artinyasbagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan 

martabatsmanusia. Selainsitu jugasakan memberika skeuntungan bagi 

masyarakat, sbangsa, maupun negara. Pengakuansatas kreasi, karya, skarsa, 

dan ciptasmanusia yangsdibakukan dalamssistem HaksIntelektual adalah 

suatususahasyang tidaksdapatsdilepaskan sebagaisperwujudanssuasana yang 

diharapkan mampusmembangkitkan semangat dan minatsuntuk mendorong 

melahirkan ciptaan sbaru. 

d. PrinsipsSosial (ThesSocialsArgument) 

Hukumstidak mengaturskepentingan manusiassebagai perseorangansyang  

berdiri sendiri, sterlepas darismanusia lain, tetapismengatur kepentingan 

manusiassebagai wargasmasyarakat. Dengansdemikian, haksapapun 

yangsdiakui olehshukum dan diberikanskepada perseorangansatau yangsdiakui 

olehshukum dansdiberikan kepada perseorangansatau ataussuatu persekutuan 

atau kesatuanslain, tidaksboleh diberikanssemata-mata untuksmemenuhi 

kepentingansperseorangan ataussuatu persekutuan, atauskesatuan itussaja, 

tetapispemberian hakskepada perseorangan persekutuan/ kesatuansitu 

diberikannyashak tersebutskepada perseorangan, persekutuansataupun 

kesatuanshukum itu, kepentingansseluruh masyarakatsakan terpenuhi. 
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C. TinjauansUmum TentangsMerek 

1. PengertiansMerek  

Mereksadalah salahssatu komponenspenting dalamsmelakukansbisnis. Dengan 

adanyasmerek, konsumensakan dapatslebih mudahsmengidentifikasi suatusproduk 

darissaingan lainnya. Konsumensjuga menjadislebih percayasdan yakin terhadap 

produksyang memilikismerek. sMaka darisitu, sangatlahspenting bagisperusahaan 

untuksmenciptakan produksyang memilikismerek yangsbercitra baiksdi 

masyarakat, serta mampusmelindungi dansmeningkatkan mereksdi pasar.  

Mereksadalah nama, istilah, standa, simbol, satau desain, atauskombinasi dari 

semuanya, yangsdimaksudkan untuksmengidentifikasikan barangsatau jasa dari 

satuspenjual atauskelompok penjualsdan mendiferensiasikansproduk atausjasa dari 

paraspesaing. Merek adalahssuatu nama, istilah, standa, slambang atausdesain atau 

kombinasisdari semuanya, yangsdiharapkan mengidentifikasikansbarang atausjasa 

darissekelompok penjualsdan diharapkansakan membedakansbarang atausjasa 

tersebutsdari produk-produkspesaing. Nama, sistilah, tanda, ssimbol/lambang, 

desain, swarna, gerak, satau kombinasisatribut-atribut produkslainnya yang 

diharapkansdapat memberikansidentitas dansdiferensiasi terhadapsproduk pesaing. 

Berdasarkansketiga pendapatsdari parasahli, dapatsdisimpulkan bahwasmerek 

adalahssebuah nama, istilah, ssimbol, tanda, swarna, geraksataupun desainsyang 

digunakansuntuk mengidentifikasisdan membedakansbarang atausjasa suatu 

produksdari paraspesaing lainnyasyang jugasmenawarkan produksserupa . Selain 

itu, mereksjuga merupakansjanji penjualsuntuk secaraskonsisten menyampaikan 

serangkaiansciri-ciri, manfaat, skualitas dansjasa tertentuskepada paraspembeli. 

Terdapatsenam tingkatspengertian merek, diantaranyasyaitu: 

a. Atribut 

Setiapsmerek memilikisatribut. Atributsini perlusdikelola dansdiciptakan agar 

konsumensdapat mengetahuisdengan pastisatribut-atribut apassaja yang 

terdapatsdalam suatusmerek.  
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b. Manfaat 

Merekssebagai atributsmempunyai duasmanfaat yaitusmanfaat emosionalsdan 

manfaatsfungsional. Atributs “mudahsdidapat” dapatsditerjemahkan sebagai 

manfaatsfungsional. Atribut “mahal” sdapat diterjemahkanssebagai manfaat 

emosional. 

 

c. Nilai 

Mereksjuga memilikisketerkaitan dengansnilai produsensseperti mereksApple 

yangssangat berkaitansdengan bergengsi, memilikiskinerja yangsefektif dan 

lainssebagainya. 

 

d. Budaya 

Sebuahsmerek jugasmewakili keberadaansbudaya tertentu. Misalnya, 

Mercedes, yangsmewakilisbudaya Jermansyang sangatsberkualitas dan 

terorganisirsdengansbaik. 

 

e. Kepribadian 

Mereksjuga mewakilisekspresinya sendirisseperti halnyasApple mewakili 

pemimpinsyang modern, ssimple, dansefisien. 

 

f. Pemakai 

Yangsdimaksud adalahsmerek menunjukkanssiapa penggunanya, smerek 

sendirismerupakan pembedasantara satusperusahaan dengansperusahaan 

lainnyaspada apasyang saatsini ditawarkan. 

 

Olehskarena itu, pentingsuntuk menerapkanskonsistensi dalamspenggunaan 

merekskarena halsini akansmemudahkan orangslain untuksmengenali 

mereksproduk Anda. Dapatsdisimpulkan, mereksitu sendiristerdiri daristiga hal, 

yaitu: 

a. Menyederhanakanspenanganan atauspenelusuransproduk. 

b. Membantusmengatur catatanspersediaan danscatatan akuntansi. 

c. Menawarkansperlindungan hukumskepada perusahaan untuksfitur-fitur atau 

aspeksunik produk. Bagisperusahaan, mereksmempresentasikan 
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bagiansproperti hukumsyang sangatsberharga, dapatsmempengaruhi konsumen, 

dapatsdibeli dansdijual, sertasmemberikan keamananspendapatan masasdepan 

yangslanggeng. 

 

2. SejarahsMerek 

Berdasarkanssejarah perkembangannya, diketahuisbahwa hukumsmerek yang 

berkembangspada abadsXIX, sebagaisbagian darishukum yangsmengatur masalah 

persainganscurang danspemalsuan barang. Normasdasar perlindungansmerek 

menjelaskansbahwa tidaksada seorang punsberhak menawarkansbarangnya 

kepadasmasyarakat sehinggasseolah-olahssebagai barangspengusaha lainnya, 

yaitusdengan menggunakansmerek yangssama mereksyang samasyang dikenal 

olehsmasyarakat sebagaismerek pengusahaslainnya.  

Padasakhirnya perlindungansdiberikan sebagaissuatu pengakuansbahwa merek 

tersebutssebagai miliksdari orangsyang telahsmemakainnya sebagaistanda 

pengenalsdari barang-barangnyasdan untuksmembedakannya darisbarang-barang 

lainsyang tidak menggunakansmerek tersebut. Pengakuanstersebut didasarkan 

padaspengenalan atauspengetahuan masyarakatsbahwa mereksdagang itu 

berfungsissebagai pembeda. Pengenalansmerek tersebutsmendorong masyarakat 

untuksmembeli barang yangsmemakai merekstertentu, sehinggasmenjadikan 

merek sebagaisobjek hakshak miliksdari pemiliksmerek yangsbersangkutan.
20

 

DisIndonesiaspengaturanstentangsmerek sudahsdiaturssejakslamasyaitu padasmasa 

penjajahansBelanda. Pada masaskolonial Belandaspengaturan merekstelah 

berlaku dengansadanya Undang-undangsmerek, yakni Staatbladsvan 

Nederlandsch-IndiesNo. 109 yangsmulai diberlakukanstahun 1855. Undang-

undangsmerek tersebutskemudian digantikansStaatsblad vansNederlandsch-Indie 

No.305syang dikeluarkanstahun 1893sdan diberlakukanssejak tahuns1894. Pada 

tahuns1912, Undang-undangsmerek barusditetapkan oleh kolonial Belanda, yakni 

ReglementsIndustrieele Eigendoms (StaatbladsvansNederlandsch-IndiesNo. 545).  
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SetelahsProklamasi Kemerdekaan, sUndang-undangsmerek tersebutsdinyatakan 

tetapsberlaku, yaknisberdasarkan ketentuansPasal IIsAturan PeralihansUUD 

1945.
21

  

 

KetentuansReglement IndustrieelesEigendom masihsterus berlakushingga 

akhirnyassampai padasakhir tahuns1961 ketentuanstersebut digantisdengan 

Undang-undangsNomor 21sTahun 1961sTentang MereksPerusahaan dansMerek 

Perniagaansyang diundangkanspada tanggals11 Oktobers1961 dansterdapat di 

dalamsLembaran NegarasRI Nomor 290sserta penjelasannyasdidalamnya 

terdapatsTambahan LembaransNegara RIsNomor 2341syang mulaisdiberlakukan 

padasbulan Novembers1961. Undang-undangsNomor 21 Tahun1961 mengadopsi 

sebagiansbesar ketentuansmerek dalamsReglement IndustrieelesEigendom 

(StaatbladsvansNederlandsch-Indie Nomor 545). Perbedaanperubahan utamanya 

terletakspada jangkaswaktu perlindungansmerek yangslebih pendeksdan 

pengelompokanskelas barangske dalams35 kelas (sebelumnyastidak dikenal 

dalamsketentuan ReglementsIndustrieelesEigendom).
22

  

 

Penyebabsdicabutnya Undang-undangsMerek Tahuns1961 adalahskarena 

Undang-undangsMerek Nomors21 Tahun 1961sdinilai tidakssesuai dengan 

perkembanganskeadaan danskebutuhan masyarakatspada saatsitu. Halsini dapat 

dilihatsbahwa Undang-undangsMerek Tahuns1992 banyaksmengalami 

perubahan-perubahansyang sangatsberarti jikasdibanding dengansUndang-

undangsMerek Nomors21 Tahuns1961, perbedaannyasantara lainsmengenai 

sistemspendaftaran, lisensi, merekskolektif, danssebagainya.
23
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3. FungsisMerek 

Sesuaisdengan hakikatnya sebuahsmerek yangsdipergunakan olehsprodusensatau 

pemiliksmereksuntuksmelindungisproduknya,sbaiksberupasjasa atausbarangsdagangs 

lainnya. Jadismerek memilikisfungsi sebagaisberikut:
24

 

a. Fungsispembeda,smaksudnya adalahsmembedakansprodukssatu perusahaan 

dengan produk perusahaan lain; 

b. Fungsisjaminan reputasi, yaitusselain sebagaistanda asalsdari produk, secara 

pribadisjuga menghubungkansdengan reputasisproduk bermerekstersebut 

dengansprodusennya sekaligussmemberikan jaminanskualitas darisproduk 

tersebut; 

c. Fungsispromosi, maksudnyasadalah mereksdigunakan sebagaissarana 

memperkenalkan produksbaru dansmempertahankan reputasisproduk lama 

yangsdiperdagangkan sekaligussuntuk menguasaispasar; 

d. Fungsisrangsangan investasisdan pertumbuhansindustri, yaitusmerek dapat 

menjadissarana penunjangspertumbuhan industrismelalui penanamansmodal, 

baiksasing maupunsdalam negerisdalam menghadapismekanisme pasarsbebas. 

Fungsi-fungsismerek yangstelah disuraikan diatassmengakibatknasperlindungan 

terhadapssebuah mereksmenjadi sangatspenting bagispara pelakususaha di 

Indonesia. Selainsitu, mereksmemberikansmanfaat-manfaatsyang positifsbaiksbagi 

produsen, pelakususaha/pedagang, danskonsumen, yaitu: 

1. Bagisprodusen, mereksdigunakan sebagaisnama penjaminsmutu atassbarang 

yang diproduksi 

2. Bagispedagang, mereksdigunakan sebagaissarana labelingsbagi suatusbarang 

dan jasassehingga lebihsmudah untuksdiketaui 

3. Bagiskonsumen, mereksdijadikan alatsuntuk memilihsproduk yangsakan dibeli. 

Masing-masingsmerek mewakilismasing-masingskualitas darissuatu produk. 

 

 

                                                           
24

 Endang Purwaningsih. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. 

Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 11. 



25 

 

4. KlasifikasisMerek 

Lamansresmi DJKIsmenerangkan bahwasklasifikasi mereksterbagi menjadis45 

kelassmerek yaitussebagai berikut :
25

 

Tabel 1. Klasifikasi Kelas Merek 

Kelas Keterangan 

1.  MengklasifikasikansMerek untuksBahan kimiasdalam industri, ilmu 

pengetahuansdan fotografi, maupunspertanian hortikulturasdan 

kehutanan. 

2.  Mengklasifikasikan tentangsCat, pernis, lak; 

3.  Mengklasifikasikanstentang sedia-sediaansuntuk memutihkansdan 

mencuci; 

4.  Mengklasifikasikansminyak danslemak untuksindustri; 

5.  Mengklasifikasikansmerek untuksfarmasi danskedokteranshewan; 

6.  Mengklasifikasikansmerek untukslogam biasasdanscampurannya; 

7.  Mengklasifikasikansmerek untuksmesin dansmesinsperkakas; 

8.  Mengklasifikasikanskelas mereksuntuk perkakassdan alatstangan 

(dioperasikanssecarasmanual); 

9.  Mengklasifikasikanspesawat dansperkakas ilmuspengetahuan, 

pelayaran, penelitian, listrik, potret, skinematografi, stimbang, ukur, 

sinyal, spengawasans (pemeriksaan), pertolongansdanspendidikan, 

pesawatsuntuk melaksanakan, smenukar, smenjelmakan, 

mengumpulkan, smengatur atausmengontrolslistrik; 

10.  Mengklasifikasikansperkakas danspesawat pembedahan, pengobatan, 

kedokteran, skedokteran hewansdan gigi, lengansmata dansgigispalsu, 

barang-barangsortopedi, sbahan-bahansbenang; 

 

11.  Mengklasifikasikanstentang mereksuntuk instalasispenerangan, 

pemanasan, penghasilansuap, pemasangan, pendinginan, pengeringan, 
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Kelas Keterangan 

penyegaransudara pembagiansair dansinstalasiskesehatan. 

12.  Mengklasifikasikanstentang mereksuntuk Kendaraans (alat untuk 

bergeraksdisdarat, udarasatausair). 

13.  Mengklasifikasikanstentang mereksuntuk SenjatasApi (amunisisdan 

proyektil, bahanspeledak, kembangsapi); 

14.  Mengklasifikasikanstentang mereksuntuk Logamsmulia dan 

campurannyasdan benda-bendasyang dibuatsdari bahansitu atau 

disepuhsdengan barangsbarang itu; 

15.  Mengklasifikasikan tentang merek untuk alat-alat musik; 

16.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sKertas, skarton sdan 

sbarang-barang syang sterbuat sdari sbahan sini, stidak stermasuk sdalam 

skelas slain; sbarang scetakan, salat smenjilid sbuku, salat stulis smenulis; 

sbahan sperekat suntuk skeperluan stulis smenulis satau srumah stangga; 

salat suntuk skesenian, skuas suntuk smelukis; smesin stulis sdan salat-alat 

skantor s(kecuali sperabot) salat-alat spendidikan sdan spengajaran. 

17.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk skaret, sgetah sperca, sgetah, 

sasbes, smika sdan sbarang sdari sbahan sbahan situ sdan stidak stermasuk 

sdalam skelas slain; 

18.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk skulit sdan skulit simitasi sdari 

sbahan-bahan sini sdan stidak stermasuk sdalam skelas slain. 

19.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sbahan sbangunan s(bukan 

slogam) 

20.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sperabot srumah, skaca, 

sbingkai; 

21.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sperkakas srumah stangga 

satau sdapur sdan swadah skecil s(bukan sdari slogam smulia satau sbukan 

ssepuhan slogam smulia) 

22.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk stampar, stali, sjala, srenda, 

skere, skain sterpal, slayar, skantong, skarung s(tidak stermasuk sdalam 

skelas slain) 

23.  Mengklasifikasikan stentang smerek sbenang suntuk stekstil s 
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Kelas Keterangan 

24.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk stekstil sdan sbarang-barang 

stekstil stidak stermasuk sdalam skelas slain; 

25.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk spakaian, salas skaki, stutup 

skepala; 

26.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk skerrawang sdan ssulaman, 

spita sdan stali ssepatu 

27.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk spermadani, stikar, 

slenoleuim sdan sbahan-bahan slain syang sdipakai ssebagai salas slantai; 

28.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk spermainan sserta salat-

alatnya 

29.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sdaging, sikan sungags sdan 

sbinatang sburuan; 

30.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk skopi, steh, skakao, sgula, 

sberas, stapioka, ssagu, sbahan spengganti skopi; 

31.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk spadi-padian sdan shasil 

spertanian, sperkebunan, skehutanan sdan sjenis sgandum syang stermasuk 

sdalam skelas slain; 

32.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sbir, sair smineral sdan sair 

ssoda sdan sminuman slain syang stidak sberalkohol; 

33.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sminuman sberalkohol 

s(kecuali sbir); 

34.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk stembakau suntuk sbarang-

barang skeperluan sperokok; sgeretan 

35.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk speriklanan smeliputi 

smanajemen susaha, sadministrasi susaha sdan sfungsi skantor 

36.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sasuransi smeliputi surusan 

skeuangan, surusan smoneter sdan surusan sreal sestate 

37.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk skonstruksi sbangunan 

smeliputi sperbaikan sdan sjasa sinstalasi; 

38.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk stelekomunikasi 

39.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk stransportasi syang 
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Kelas Keterangan 

smencakup spengemasan satau spenyimpanan sbarang sdan spengaturan 

sperjalanan 

40.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk spenanganan smaterial 

41.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk spendidikan smencakup 

spenyediaan slatihan, shiburan, skegiatan solahraga sdan skesenian 

42.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sjasa spenelitian sdan 

steknologi sdan spenelitian sdan sperancangan syang sberhubungan 

sdengannya 

43.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sjasa syang smenyediakan 

smakanan sdan sminuman smeliputi; sakomondasi ssementara 

44.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sjasa smedis, sjasa 

skehewanan, sperawatan skesehatan sdan skecantikan suntuk smanusia 

satau shewan, sjasa spertanian, shortikultura sdan shutan 

45.  Mengklasifikasikan stentang smerek suntuk sjasa shukum syang smeliputi 

sjasa skeamanan suntuk sperlindungan sbangunan sdan sindividu. 

  

5. Pendaftaran sMerek 

Pada sawal spendaftaran smerek sjuga sperlu smemahami stentang sketentuan smerek 

syang sdapat sdidaftarkan sataupun smerek syang stidak sdapat sdidaftarkan. sMenurut 

sketentuan sPasal s4, s5, sdan s6 sUndang-Undang sNomor s15 sTahun s2001 stentang 

sMerek, smerek stidak sdapat sdidaftar sapabila: s 

a. Didaftarkan soleh spemohon smempunyai sitikad stidak sbaik; 

b. Merek syang sdidaftarkan smengandung sunsur sbertentangan sdengan 

speraturan sperundang-undangan syang sberlaku, smoralitas sagama 

skesusilaan, satau sketertiban sumum; 

c. Merek syang sdidaftarkan stidak smemiliki sdaya spembeda; 

d. Merek syang sdidaftarkan stelah smenjadi smilik sumum; 

e. Merek syang sdidaftar smerupakan sketerangan satau sberkaitan sdengan 

sbarang satau sjasa syang sdimohonkan spendaftarannya. 
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f. Permohonan sharus sditolak soleh sDirjen sHAKI sapabila sMerek syang 

sdidaftar smemiliki spersamaan spada spokoknya satau skeseluruhannya 

sdengan sMerek smilik spihak slain syang ssudah sterdaftar sterlebih sdahulu 

suntuk sbarang sdan/atau sjasa syang ssejenis. 

g. Peromohonan sharus sditolek soleh sDirjen sHAKI sapabila sMerek syang 

sdidaftarkan smempunyai spersamaan spada spokoknya satau skeseluruhannya 

sdengan sMerek syang ssudah sterkenal smilik spihak slain suntuk sbarang 

sdan/atau ssejenisnya 

h. Permohonan sharus sditolak soleh sDirjen sHAKI sapabila sMerek syang 

sdidaftarkan smemiliki spersamaan spada spokoknya satau skeseluruhannya 

sdengan sindikasi-geografis syang ssudah sdikenal 

i. Permohonan sharus sditolak soleh sDirjen sHAKI sapabila sMerek syang 

sdidaftar smerupakan satau smenyerupai snama sorang sterkenal, sfoto, satau 

snama sbadan shukum syang sdimiliki sorang slain, skecuali satas spersetujuan 

stertulis sdari syang sberhak; 

j. Permohonan sditolak soleh sDirjen sHAKI sapabila sMerek syang sdidaftra 

smerupakan stiruan satau smenyerupai snama satau ssingkatan snama, sbendera, 

slambang satau ssimbol satau semblem snegarra satau slembaga snasional 

smaupun sinternasional, skecuali spersetujuan stertulis sdari spihak syang 

sberwenang; 

k. Permohonan sditolak soleh sDirjen sHAKI sapabila sMerek syang sdidaftarkan 

smerupakan stiruan satau smenyerupai standa satau scap satau sstempel sMerek 

sresmi syang sdigunakan soleh snegara satau slemaga sPemerintah, skecuali satas 

spersetujuan stertulis sdari spihak syang sberwenang. 

Ketentuan sdiatas smerupakan skewajiban syang sharus sdiketahui soleh spihak syang 

singin smelakukan spendaftaran smerek. 

 

6. Perlindungan sHukum sTerhadap sMerek sTerdaftar 

Secara snormatif sprinsip sini sdiatur spada sPasal s3 sUndang-Undang sNomor s15 

sTahun s2001 stentang sMerek syang smenentukan ssuatu sHak satas sMerek sadalah 
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shak sekslusif syang sdiberikan soleh snegara skepada spemilik smerek syang sterdaftar 

sdalam sdaftar sumum smerek suntuk sjangka swaktu stertentu, sdengan smenggunakan 

ssendiri smerek stersebut satau smemberikan sizin skepada spihak slain suntuk 

smenggunakannya. sDilakukannya spendaftaran smerek stersebut, spemilik smerek 

smempunyai shak-hak ssebagai sberikut:
26

 

a. Hak suntuk smenggunakan satau smengizinkan sorang slain suntuk smenggunakan 

smereknya; 

b. Hak suntuk smelarang sorang slain smenggunakan smereknya sdan 

c. Hak suntuk smengalihkan sdan/atau smelisensikan shak satas smereknya. 

Urgensi spendaftaran smerek sdi sIndonesia sdiberikan skepada spemilik smerek syang 

smendaftarkan smereknya, sartinya sbahwa shak satas smerek slahir ssejak stanggal 

spenerimaan spermohonan s(filling sdate) smerek, spengukuhan spendaftaran smerek 

sdi sDirektorat sJenderal sHKI. 

Setelah sterdaftar sdalam sdaftar sumum smerek sdi sIndonesia, spemilik smerek 

smendapatkan spengukuhan spendaftaran smerek sdengan sditerbitkannya ssertifikat 

sha skatas smerek, ssehingga ssertifikat shak satas smerek syang sterdaftar sberguna 

ssebagai salat sperlindungan shukum ssebagai sberikut:
27

 

a. Sebagai salat sbukti sbagi spemilik smerek syang sdidaftarkan; 

b. Sebagai sdaftar spenolakan sterhadap smerek syang ssama skeseluruhan satau 

ssama spada spokoknya sdan sdimohonkan spendaftaran soleh sorang slain suntuk 

sbarang sdan/atau sjasa ssejenis; 

c. Sebagai sdasar suntuk smencegah sorang slain smemakai smerek syang ssama 

skeseluruhan satau ssama spada spokoknya sdalam speredaran suntuk sbarang 

sdan/atau sjasa ssejenis. 

 

 

                                                           
26
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7. Pengalihan sHak satas sMerek 

Pengalihan sha skatas smerek sterdaftar smerupakan ssuatu stindakan spemilik smerek 

suntuk smengalihkan skepemilikannya skepada sorang slain. sPasal s40 sayat s(1) 

sUndang-Undang stentang sMerek smenyatakan sbahwa sha skatas smerek sterdaftar 

sdapat sberalih satau sdialihkan skarena s: 

a. Pewarisan; 

b. Wasiat; 

c. Hibah; 

d. Perjanjian satau ssebab-sebab slain syang sdibenarkan soleh speraturan 

sperundang-undangan syang sberlaku. 

Pengalihan shak satas smerek sterdaftar swajib sdimohonkan spencatatannya spada 

sDirektorat sJenderal sKekayaan sIntelektual sdengan sdisertai sdokumen syang 

smendukung. sJika spencatatan stidak sdilakukan, spengalihan shak satas smerek stidak 

sberakibat shukum skepada spihak sketiga. sHal sini ssesuai sdengan sprinsip skekuatan 

sberlaku sterhadap spihak sketiga spada sumumnya skarena spencatatan sdalam ssuatu 

sdaftar sumum s(registrasi).
28

 

Pasal s41 sUndang-Undang sNomor s15 sTahun s2001 smengatur sbahwa speralihan sha 

skatas smerek sterdaftar sdapat sdisertai sdengan spengalihan snama sbaik, sreputasi 

satau slain-lainnya syang sterkait sdengan smerek syang sbersangkutan. sPasal s42 

sUndang-Undang sNomor s15 sTahun s2001 sjuga smengatur sbahwa spencatatan 

spengalihan sha skatas smerek sterdaftar shanya sdapat sdilakukan sbila sdisertai 

spenataan stertulis sdari spenerima spengalihan shak sbahwa smerek stersebut sakan 

sdigunakan sbagi sperdagangan sbarang satau sjasa.
29

 

8. Jangka sWaktu sHak sAtas sMerek 

Pasal s28 sUndang-Undang sNomor s15 sTahun s2001 stentang sMerek, smerek 

sterdaftar smendapat sperlindungan shukum suntuk sjangka swaktu s10 s(sepuluh) 

stahun ssejak stanggal spenerimaan spendaftaran smerek syang sbersangkutan sdari 
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sjangka swaktu situ sdapat sdiperpanjang. sJangka swaktu sperlindungan sselama s10 

s(sepuluh) stahun ssesuai sdengan sjangka swaktu syang sdiatur sdalam smodel shukum 

smerek sdan spersaingan stidak sjujur sdari sBivieaux s56 sInternational sReunis sPour 

sla sProtection sde sla sPropriete sIntellectualle s(BIRPI) syang stertuang sdalam sPasal 

s16.
30

 

 

D. Tinjauan sTentang sUsaha sMikro, sKecil sdan sMenengah s(UMKM) 

1. Pengertian sUsaha sKecil sMenengah sdan sMikro 

Definisi sUMKM smenurut sPasal s1 sayat s3 sUndang-Undang sNomor s20 stahun 

s2008 stentang sUsaha sMikro sKecil sdan sMenengah sbahwa syang sdimaksud sadalah: 

a. Usaha sMikro 

Kriteria skelompok sUsaha sMikro sadalah susaha sproduktif smilik sorang 

sperorangan sdan/atau sbadan susaha sperorangan syang smemenuhi skriteria 

sUsaha sMikro ssebagaimana sdiatur sdalam sUndang-Undang sini sdan smemenui 

skriteria, ssebagai sberikut: 

1) Memiliki skekayaan sbersih spaling sbanyak sRp s50.000.000 s(lima spuluh 

sjuta srupiah) stidak stermasuk stanah sdan sbangunan stempat susaha 

2) Memiliki shasil spenjualan stahunan spaling sbanyak sRp s300.000.000 s(tiga 

sratus sjuta srupiah) 

 

b. Usaha sKecil 

Kriteria sUsaha sKecil sadalah susaha sekonomi sproduktif syang sberdiri ssendiri 

syang sdilakukan soleh sorang sperorangan satau sbadan susaha syang sbukan 

smerupakan sanak sperusahaan satau sbukan scabang sperusahaan syang sdimiliki, 

sdikuasai satau smenjadi sbagian sbaik slangsung smaupun stidak slangsung sdari 

susaha smenengah satau susaha sbesar syang smemenuhi skriteria sUsaha sKecil 
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ssebagaimana sdimaksud sdalam sUndang-Undang sini, sselain situ sjuga sharus 

smemiliki skriteria sseabgai sberikut: 

1) Memiliki skekayaan sbersih slebih sdari sRp s50.000.000 s(lima spuluh sjuta 

srupiah) stidak stermasuk stanah sdan sbangunan stempat susaha; satau 

2) Memiliki shasil spenjualan stahunan slebih sdari sRp s300.000.000 s( stiga sratus 

sjuta srupiah) ssampai sdengan spaling sbanyak sRp s2.500.000.000 s(dua 

smilyar slima sratus sjuta srupiah). 

 

c. Usaha sMenengah 

Usaha smenengah sadalah susaha sekonomi sproduktif syang sberdiri ssendiri, 

syang sdilakukan soleh sorang sperseorangan satau sbadan susaha syang sbukan 

smerupakan sanak sperusahaan satau scabang sperusahaan syang sdimiliki, 

sdikuasai satau smenjadi sbagian sbaik slangsung smaupun stidak slangsung sdengan 

susaha skecil satau sbesar sdengan sjumlah skekayaan sbersih satau shasil spenjualan 

stahunan syang smemenuhi skriteria susaha smenengah, syakni s: 

1) Memiliki skekayaan sbersih slebih sdari sRp s500.000.000 s(lima sratus sjuta 

srupiah) ssampai sdengan spaling sbanyak sRp s10.000.000.000 s(sepuluh 

smilyar srupiah) stidak stermasuk stanah sdan sbangunan stempat susaha; satau 

2) Memiliki shasil spenjualan stahunan slebih sdari sRp s2.500.000.000 s(dua 

smilyar srupiah) ssampai sdengan spaling sbanyak sRp s50.000.000.000 s(lima 

spuluh smilyar srupiah). 

 

2. Arti sPenting sUsaha sMikro sKecil sdan sMenengah 

Dalam spembangunan sekonomi sdi sIndonesia, sUMKM smemiliki speranan spenting 

skarena sdengan smemberdayakan susaha smikro skecil sdan smenengah sdalam 

spembangunan snasional syang sberlandaskan ssistem sekonomi skerakyatan, stidak 

shanya suntuk smengurangi smasalah skesenjangan santargolongan spendapatan sdan 

santar spelaku sataupun spenyerapan stenaga skerja. sHal sini sditunjukkan sbahwa 

ssebagian sbesar spenduduk sIndonesia sberpendidikan srendah sdan shidup sdalam 

skegiatan susaha skecil sdisektor stradisional. 
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Keberadaan sUMKM sdalam spembangunan sperekonomian snasional ssudah sdiakui 

ssangat sbesar. sHal sini sdapat sdilihat sdari skontribusi sUMKM sterhadap 

smenciptakan slapangan spekerjaan, spemerataan spendapatan, spembangunan 

sekonomi spedesaan, smeningkatkan spendapatan sdaerah sdan syang spenting smampu 

ssebagai spenggerak speningkatan sekspor smanufaktur/nonmigas. sFleksibilitas sdan 

sadaptabilitas sUMKM sdalam smemperoleh sbahan smentah sdan speralatan 

smerupakan sproses-proses sdesentralisasi skegiatan sekonomi sguna smenunjang 

sterciptanya sintegritas skegiatan spada ssector sekonomi syang slain. 

 

3. Tujuan sdan sManfaat sUsaha sMikro sKecil sdan sMenengah 

UMKM smemiliki speran syang ssangat sbesar sterhadap sperekonomian snasional sdan 

sperlu sdi stingkatkan sdalam spermberdayaannya. sAdapun stujuan spemberdayaan 

sUMKM syang stelah stertuang spada sPasal s5 sUndang-Undang sNomor s20 sTahun 

s2008 stentang sUsaha sMikro sKecil sdan sMenengah, syaitu s: 

a. Mewujudkan sstruktur sperekonomian snasional syang sseimbang, sberkembang, 

sdan sberkeadilan. 

b. Menumbuhkan sdan smengembangkan skemampuan sUsaha sMikro sKecil sdan 

sMenengah smenjadi susaha syang stangguh sdan smandiri; sdan 

c. Meningkatkan speran sUsaha sMikro sKecil sdan sMenengah sdalam 

spembangunan sdaerah, spenciptaan slapangan skerja, spemerataan spendapatan, 

spertumbuhan sekonomi, sdan spengentasan srakyat sdari skemiskinan. 

Selain situ sjuga speran sUMKM sadalah ssebagai spenyedia sbarang sdan sjasa, 

spenyerap stenaga skerja, spemerataan spendapatan, snilai stambah sbagi sproduk 

sdaerah, speningkatan staraf shidup. sMelihat sperannya syang sbegitu sbesar smaka 

spembinaan sdan spengembangan sindustri skecil sbukan ssaja spenting ssebagai sjalur 

skea srah spemerataan shasil-hasil spembangunan stetapi sjuga sunsur spokok sdari 

sstruktur sindustri sIndonesia.
31
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E. Kerangka sPikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan s: 

Penulis sdalam shal sini singin smenganalisis sbagaimana skesadaran shukum sserta 

sfaktor-faktor spenghambat sdari spendaftaran smerek sberdasarkan sUndang-Undang 

sNomor s20 sTahun s2016 stentang sMerek sdan sIndikasi sGeografis sdengan 

smelakukan spenelitian sdi sKantor sWilayah sKementrian sHukum sdan sHak sAsasi 

sManusia sprovinsi sLampung sdan sUMKM skedai skopi sdi sKota sBandar sLampung. 
s  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis 

Bagaimana kesadaran dari para 

pelaku usaha UMKM terhadap 

aturan pendaftaran merek 

berdasarkan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

Pendaftaran Merek Pada UMKM 

(30 Kedai Kopi di Bandar Lampung) 

Apa saja kendala yang dialami 

pelaku usaha UMKM dalam 

mendaftarkan merek sesuai dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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III. METODE sPENELITIAN 

 

Metode spenelitian sadalah scara syang sdipakai suntuk smelakukan ssebuah 

spenelitian, sdengan scara syang ssistematis suntuk smemecahkan ssuatu smasalah, 

suntuk smemecahkan smasalah stersebut smaka sperlu sdilakukan spendekatan 

smasalah sdan slangkah sselanjutnya sdalam smenentukan smetode syang sakan 

sditerapkan, sdalam shal sini smencakup steknik smencari, smengumpulkan sdan 

smenelaah, sserta smengolah sdata stersebut. sMetode spenlitian shukum sadalah silmu 

scara smelakukan spenelitian shukum ssecara ssistematis.
32

 

 

A. Jenis sPenelitian 

Jenis spenelitian syang sdigunakan spenulis sdalam spenelitian sini sadalah sbersifat 

spenelitian shukum snormatif sempiris. sPenelitian shukum snormatif sempiris sadalah 

spenggabungan santara spendekatan shukum snormatif sdengan sadanya spenambahan 

sdari sberbagai sunsur-unsru sempiris. sPenelitian shukum snormatif sempiris s 

smerupakan spenelitian syang smengkaji shukum syang sdikonsepkan ssebagai snorma 

satau skaidah syang sberlaku sdalam smasyarakat sdan smenjadi sacuan sprilaku sbagi 

ssetiap sorang. 

 

B. Tipe sPenelitian 

Berdasarkan spermasalahan spada spokok spembahasan syang stelah sdiuraikan smaka 

stipe spenelitian sini sadalah spenelitian shukum sdeskriptif s(descriptive slegal sstudy) 

syaitu spenelitian syang smenggambarkan ssecara sjelas, srinci sdan ssistematis 
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smengenai sobjek syang sditeliti.
33

 sPenelitian shukum sdeskriptif sadalah spenelitian 

syang sdilakukan sdengan spemaparan syang sbertujuan suntuk smemperoleh 

sgambaran s(deskripsi) slengkap stentang skeadaan shukum syang sberlaku sdi stempat 

stertentu sdan spada ssaat stertentu, satau speristiwa shukum stertentu syang sterjadi 

sdalam smasyarakat.
34

 

 

C. Pendekatan sMasalah 

Pendekatan smasalah syang sdigunakan sdalam spenelitian sini sadalah spendekatan 

snormatif sterapan syang sdidukung sdengan syuridis sempiris. sYuridis sEmpiris syaitu 

ssuatu spenelitian syang smenekankan spada sfakta-fakta syang sdiperolehnya sdari 

shasil spenelitian syang sdidasarkan spada smetode silmiah sserta sjuga sberpedoman 

spada steori shokum syang sada.
35

 

Pendekatan syuridis sempiris sadalah spendekatan skepustakaan syang sberpedoman 

spada speraturan-peraturan, sbuku-buku satau sliteratur-literatur shukum sserta sbahan-

bahan syang smempunyai shubungan spermasalahan sdan spembahasan sdalam 

spenulisan sskripsi sini sdan spengambilan sdata slangsung spada sobjek spenelitian 

syang sberkaitan sdengan sEfektivitas sAturan sPendaftaran sPada sPelaku sUMKM 

sBerdasarkan sUndang-Undang sNomor s20 sTahun s2016 stentang sMerek sdan 

sIndikasi sGeografis spada sKedai sKopi sdi sBandar sLampung.
36

 

 

D. Lokasi sPenelitian 

Untuk smenunjang spenelitian sini, smaka spenulis smelakukan spenelitian sdi sKantor 

sWilayah sKementrian sHukum sdan sHak sAsasi sManusia sProvinsi sLampung sdan 
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sUMKM syaitu s30 sKedai-Kedai sKopi sdi s13 skecamatan sdi sKota sBandar 

sLampung. 

 

E. Data sdan sSumber sData 

Jenis sdata sdapat sdilihat sdari ssumbermya, sdapat sdibedakan santara sdata syang 

sdiperoleh slangsung sdari smasyarakat sdan sdata syang sdiperoleh sdari sbahan 

spustaka. sSumber sdata syang sdipergunakan sdalam spenulisan sskipsi sini sberupa 

sdata sprimer sdan ssekunder. 

1. Data sPrimer 

Data sprimer smerupakan sdata syang sdidapatkan sdari ssumber spertama, satau sdapat 

sdikatakan spengumpulannya sdilakukan ssendiri soleh speneliti ssecara slangsung 

satau sobservasi. sPeneliti sakan smenganalisis sdan smenyiapkan sbeberapa 

spertanyaan sterkait smasalah sdalam spenelitian sini, skemudian speneliti smelakukan 

sdilakukan swawancara sdan smemberikan skuisioner smengenai smasalah syang 

ssudah sdirumuskan spada sKantor sWilayah sKementrian sHukum sdan sHak sAsasi 

sManusia sProvinsi sLampung sdan sPara sPelaku sUMKM syaitu s30 sKedai sKopi sdi 

sBandar sLampung. 

 

2. Data sSekunder 

Data ssekunder smerupakan sdata sprimer syang stelah sdiolah slebih slanjut sdan 

sdisajikan sbaik spihak spengumpul sdata sprimer satau soleh spihak slain smisalnya 

sdalam sbentuk stabel-tabel satau sdiagram-diagram. sDapat sdisimpulkan sbahwa sdata 

ssekunder sadalah sdata syang sdidapat sdengan scara smempelajari smembaca, 

smengutip, sliteratur, satau sundang-undang syang sberkaitan sdengan spokok 

spermasalahan sdari spenelitian sini. sData ssekunder sini smeliputi s3 sbahan shukum 

santara slain s: 
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a. Bahan sHukum sPrimer 

Bahan shukum sprimer syaitu sbahan-bahan shukum syang smengikat, sbahan 

shukum sprimer sdalam spenelitian sini sadalah ssebagai sberikut: 

1) Undang-Undang sNomor s20 sTahun s2016 stentang sMerek sdan sIndikasi 

sGeografis 

 

b. Bahan sHukum sSekunder 

Bahan shukum ssekunder syaitu sbahan shukum syang smemberikan spenjelasan 

smengenai sbahan shukum sprimer syang sterdiri sdari sbuku-buku silmu 

spengetahuan syang sberkaitan sdengan spenelitian sini. 

 

c. Bahan sHukum sTersier 

Bahan shukum stersier syaitu sbahan shukum syang smemberikan spetunjuk 

smaupun spenjelasan sterhahan sbahan shukum sprimer sdan ssekunder, syaitu 

sseperti syang sdiperoleh sdari sinternet, skamus shukum, skamus sbesar sbahasa 

sIndonesia, sdan slain-lain. 

 

F. Metode sPengumpulan sData 

Prosedur spengumpulan sdata sdalam sskripsi sini sdikumpulkan sdengan 

smenggunakan sbeberapa scara. 

1. Wawancara 

Peneltii smelakukan swawancara ssecara slangsung sdengan smengajukan 

sbeberapa spertanyaan spada sKantor sWilayah sKementrian sHukum sdan sHak 

sAsasi sManusia sdan sPara sPelaku sUMKM s(30 sKedai sKopi) sdi sKota sBandar 

sLampung sPada stanggal s12 sAgustus s2022 syang spada shal sini sberkaitan 

sdengan sobjek syang sakan sditeliti sdan smelakukan sobservasi slangsung skepada 

snarasumber syang sdi swawancarai syaitu sPemilik sKedai sKopi spada stanggal 

s16 sAgustus s2022 sdi sBandar sLampung. 
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2. Studi sKepustakaan s 

Sebagai spenunjang sdata sprimer syang sberisi sinformasi sumum sseperti sbuku, 

sindeks sdan sliteratur-literatur ssebagai sacuan skhusus syang sberisi shasil 

spenelitian sterdahulu syang sberkaitan sdengan spermasalahan spenelitian. 

 

G. Metode sPengolahan sData 

Pada stahap smetode spengolahan sdata sdilakukannya sbeberapa stahapan syaitu 

ssebagai sberikut s:
37

 

1. Pemeriksaan sData s(editing), syaitu spemeriksaan skembali sdata syang stelah 

sdiperoleh sdari shasil swawancara sdan smengoreksi shasil spemeriksaan sdata 

sterutama sdalam skelengkapan sjawaban syang sdianggap ssudah scukup slengkap, 

sbenar, sdan srelevan sdengan spokok spermasalahan. 

2. Penandaan sData s(Coding), syaitu smemberi scatatan satau standa syang 

smenyatakan sjenis ssumber sbahan shukum s(literatur, sUndang-Undang, satau 

sdokumen), spemegang shak scipta s(nama spenulis, stahun sterbit) sdan surutan 

smasalah. 

3. Rekonstruksi sBahan s(reconstructing), syaitu smenyusun sulang sbahan shukum 

ssecara steratur, sberurutan, slogis, ssehingga smudah sdipahami sdan 

sdiinterpretasikan 

4. Sistemasi sBahan sHukum s(systematizing), syaitu smenempatkan sbahan shukum 

sberurutan smenurut skerangka ssistematika sbahan sberdasarkan surutan 

smasalah. 

 

H. Analisis sData 

Analisis sdata syang sdilakukan ssecara skualitatif syaitu smenguraikan sdata ssecar 

sbermutu sdalam sbentuk skalimat syang steratur, sruntut, slogis stidak stimpang stindih 

sdan sefektif ssehingga smemudahkan sinterpretasi sdata sdan spemahaman shasil 

                                                           
37

 Abdulkadir Muhammad. Op. Cit. hlm. 126 
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sanalisis.
38

 sPenelitian sinin sdisajikan ssecara stersusun sdan ssistematis skemudian 

sditarik skesimpulan sguna smemperoleh sgambaran syang sjelas stentang 

sPerlindungan sHukum satas sPenggunaan sMerek sDagang sBagi sPelaku sUMKM sdi 

sBandar sLampung sBerdasarkan sUndang-Undang sNomor s20 sTahun s2016 stentang 

sMerek sdan sIndikasi sGeografis. 

  

                                                           
38

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan shasil spenelitian sdan spembahasan smaka skesimpulan sdalam 

spenelitian sini sadalah s: 

1. Bagaimana skesadaran sdari spara spelaku susaha sUMKM sterhadap saturan 

spendaftaran smerek sberdasarkan sUndang-Undang sNo. s20 sTahun s2016 

stentang sMerek sdan sIndikasi sGeografis. 

Faktor sUndang-Undang smempengaruhi sefektif satau stidaknya ssuatu 

shukum. sDalam shal sini, shukum syang sberlaku stelah smenciptakan 

skepastian shukum skarena sbertujuan suntuk sketertiban smasyarakat. 

sNamun sdalam speraturan sini sterjadi ssuatu sdisparitas sdimana swalaupun 

saturan stersebut ssudah smengatur sberbagai saspek sdi sdalam spermasalahan 

smasyarakat, s stetapi stidak smembuat spara spelaku sUMKM ssadar sakan 

spentingnya spendaftaran smerek. sSebab saturan sini shanya smelindungi 

stetapi stidak sbersifat s smengikat, sseperti syang stercantum spada shasil 

spenelitian sini sbahwa sUMKM syang stidak smendaftarkan smerek stidak 

sdikenakan ssanksi sdan sbisa stetap smenjalankan susahanya sselama stidak 

sada ssengketa smerek sdengan susaha slain. sjadi saturan sini sseakan 

smenunjukan sbahwa stidak sterdapat spermasalahan sjika ssuatu sUMKM 

stidak smendaftarkan smereknya. sHal sini smempengaruhi sjuga sfaktor 

smasyarakat sdan sbudaya shukum syang sada, skarena smasyarakat syang 

skurang smemahami saturan ssehingga smempengaruhi skesadaran shukum 

sdari smasyarakat sdan sbudaya shukum syang sada. sMaka sdapat sdi starik 

skesimpulan sbahwa skesadaran sdari spelaku sUMKM, sdalam shal sini s30 



59 

 

skedai skopi syang smenjadi sobjek spenelitian smasih ssangat skurang, sdan 

spenyebabnya sadalah skurangnya swawasan stentang shukum. S 

 

2. Kendala syang sdialami spelaku susaha sUMKM sdalam smendaftarkan 

smerek ssesuai sdengan sUndang-Undang sNo. s20 sTahun s2016 stentang 

sMerek sdan sIndikasi sGeografis 

Dari shasil spenelitian, sterdapat sbeberapa skendala syang smenjadi sfaktor 

spenghambat sdari spelaku sUMKM smendaftarkan smerek ssesuai sdengan sUndang-

Undang sNo. s20 sTahun s2016 stentang sMerek sdan sIndikasi sGeografis. sMenurut 

spenulis, skendala spertama sadalah skurangnya spengetahuan stentang sfasilitas syang 

sdisediakan soleh spenegak shukum sseperti skeringanan sbiaya sbagi spelaku sUMKM, 

skedua sadalah s skurang smeratanya ssosialisasi smengenai shukum syang sberlaku sdan 

ssistematika spendaftaran syang sdinilai smemakan swaktu syang slama, sserta skendala 

sterakhir sialah skurangnya swawasan spelaku sUMKM sterhadap shukum stentang 

spentingnya sperlindungan smerek. sDari sketiga skendala stersebut, sdapat 

sdisimpulkan sbahwa smasih skurangnya speran spenegak shukum sdalam 

smenjalankan stugasnya suntuk smemberikan spemahaman skepada smasyarakat 

skhususnya spelaku sUMKM ssehingga smenciptakan sbudaya shukum sdan 

smenjadikan shukum syang sberlaku slebih sefektif. S 

 

B. Saran 

Berdasarkan shasil spenelitian sdan spembahasan syang stelah sditerangkan 

ssebelumnya, smaka sbeberapa shal syang sdapat smenjadi ssaran sbagi s: 

1. Pelaku sUMKM s 

Adanya skesadaran sdan srasa sperduli sterhadap smerek skedai skopinya, slebih 

speka sterhadap srisiko satas skedai skopi syang sbelum smemiliki smerek sdan 

sakibatnya. sKomunitas skopi sdi slampung spun sseharusnya sdapat sbekerja 

ssama slangsung suntuk smenunjang ssosialiasai syang smerata spada sUMKM 

skopi skhususnya sdi slampung. sUntuk smeningkatkan skesadaran sakan 
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shukum, ssebagai spelaku susaha skita sharus sterus smengikuti sperkembangan 

szaman. sDi sera syang sserba smudah sini sakan ssangat ssangat sdi ssayangkan 

sbila stidak sdimanfaatkan sdengan smaksimal, sseperti smemperbarui 

spengetahuan stentang speraturan syang sada suntuk smemberi skeuntungan sdi 

smasa ssekarang smaupun sdimasa syang smendatang. sPendaftaran smerek 

sadalah ssalah ssatu scontoh sdan slangkah skecil syang sharus sdi sambil soleh 

spelaku susaha sUMKM skarena sdengan sterdaftarnya smerek susaha smaka 

sakan smenghindari splagiarisme satau sbahkan spenyalahgunaan smerek soleh 

sorang syang stidak sbertanggung sjawab sserta smenjadi spenunjang sUMKM 

stersebut suntuk sberkembang slebih scepat sdengan spengembangan susaha 

smenggunakan sfranchise. 

2. Kementerian sHukum sdan sHAM sprovinsi sLampung 

Sebagai slembaga sutama sdalam shal sHak sKekayaan sIntelektual syaitu 

smerek, spenulis smenyimpulkan sdari sdata skuesioner sbahwa ssosialisasi syang 

sdiadakan soleh skantor swilayah sKementrian sHukum sdan sHAM sprovinsi 

sLampung smasih sbelum smerata, skarena smasih sbanyaknya sUMKM syang 

stidak smengetahui sfasilitas syang sdiberikan soleh skantor swilayah 

sKementrian sHukum sdan sHAM sProvinsi sLampung suntuk smempermudah 

spendaftaran smerek. sUntuk smenjadikan saturan spendaftaran smerek slebih 

sefektif sakan slebih sbaik sjika sKementrian sHukum sdan sHAM sProvinsi 

sLampung smenambahkan skegiatan ssosialisasi stentang smerek spada sUMKM 

sdi smasa smendatang sdengan sbekerja ssama sdengan skomunitas skedai skopi 

sdan satau sdengan skomunitas sUMKM slain. sKarena sakan ssangat 

sdisayangkan sbila sundang-undang syang ssangat smenguntungkan smenjadi 

stidak sefektif skarena skurangnya speran spemerintah sdan sbudaya shukum 

syang slemah. sUntuk situ sdiperlukan skerja ssama sdari skedua sbelah spihak, 

sutamanya spihak skementerian ssehingga spara spelaku susaha smengerti sdan 

smendapatkan smafaaat satas skebijakan spendaftaran smerek. s 
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Kemudian suntuk spenelitian sselanjutnya, spenulis smenyarankan sagar sstudi skasus 

sdapat sdiperluas satau sbahkan sdiubah ske ssektor sUMKM slain suntuk smelihat 

sperbedaan skesadaran spara spelaku susaha sdi ssektor sUMKM slain satau sapakah 

sadanya sperbedaan ssosialisasi syang sdiberikan sKementerrian sHukum sdan sHAM 

spada ssektor sUMKM slain stersebut ssehingga sakan sditemukan skesimpulan slain 

syang sdapat smengembangkan spenelitian sselanjutnya. s 
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